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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas pos-pos dalam pajak daerah yang 

mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu berupa pajak kendaraan bermotor dan pajak 

hotel terhadap kontribusi pendapatan asli daerah tahun 2010-2012, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi 

DKI Jakarta dengan persentase rata-rata sebesar 21,10%. Tingkat realisasi pajak 

kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta positif pada tahun 2010 dan tahun 2011 

dengan penapaian realisasi yang selalu melebihi anggaran, dan persentase negatif 

sebesar 1,04% pada tahun 2012, namun dengan rata-rata persentase pertumbuhan 

sebesar 1,30%. 

2. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta 

dengan persentase rata-rata sebesar 5,09%. Tingkat realisasi pajak hotel Provinsi 

DKI Jakarta menurun setiap tahunnya namun dengan persentase yang tetap positif 

dan selalu melebihi anggaran yang ditetapkan, dengan rata-rata persentase 

pertumbuhan sebesar 7,56%. 

3. Pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor telah ditetapkan lebih besar 

daripada perhitungan pertambahan kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, 

dengan rata-rata pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor sebesar 15,61% 

dan rata-rata pertambahan kendaraan bermotor sebesar 11,70%. 
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4. Pertambahan anggaran pajak hotel cenderung ditetapkan lebih besar daripada 

perhitungan pertambahan tingkat hunian hotel di Provinsi DKI Jakarta. Pada 

tahun 2010 pertambahan anggaran pajak hotel memiliki persentase yang negatif. 

Rata-rata pertambahan anggaran pajak hotel sebesar 13,30% dan rata-rata 

pertambahan tingkat hunian hotel sebesar 8,51%. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

perlunya membayar pajak sehingga meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak 

untuk melaksanakan kewajibannya. 

2. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang 

memiliki potensi piutang yang besar. 

3. Badan Pengelola Keuangan Daerah diharapkan dapat meningkatkan upaya 

intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengelola pajak daerah yang ada. Selain itu 

juga mencari sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang baru agar tidak terlalu 

bergantung pada pendapatan pajak daerah tertentu. 

4. Pemerintah daerah diharapkan menambahkan lokasi pemberian pelayanan kepada 

masyarakat sehingga lebih mempermudah wajib pajak untuk melakukan 

kewajibannya. 

5. Petugas yang terkait diharapkan mendapatkan pelatihan yang cukup serta 

meningkatkan kinerja pelayanan sehingga mengurangi jumlah wajib pajak yang 

tidak membayar karena pelayanan yang kurang baik. 
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6. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan data acuan yang bukan hanya 

berasal dari data sekunder (Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pusat 

Statistik), dan juga meneliti aspek pajak daerah yang lainnya selain pajak 

kendaraan bermotor dan pajak hotel, misalnya pajak reklame, pajak restoran, dll. 


